
 

 

 

 

 

 

 
BUPATI MALINAU 

PROVINSI KALIMANTAN UTARA 
 

PERATURAN BUPATI MALINAU 
NOMOR 44 TAHUN 2024 

 
TENTANG 

 
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI MALINAU, 

 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan 

Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati Malinau 
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai rincian lebih 
lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. 

 
 

Mengingat:       1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;  

 
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, 
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota 
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 
Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, 
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota 
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3962); 

 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286);  
 

4. Undang-Undang…….. 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

 
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

 
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 

 
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6757); 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010  tentang  

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  

 
11. Peraturan  Pemerintah  Nomor  13  Tahun  2019  tentang  

Laporan  dan Evaluasi  Penyelenggaraan  Pemerintahan  
Daerah  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  
2019  Nomor  52,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  
Indonesia  Nomor  6323); 

 
 
 
 
 

12. Peraturan Menteri….. 
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450); 

 
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

 

14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau 
Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 
2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau 
Tahun 2021 Nomor 5); 

 
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang  Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 
(Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2022 Nomor 
4); 

 
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang  Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023 
Nomor 2); 

 

17. Peraturan Bupati Malinau Nomor 23 Tahun 2022 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Malinau 
Tahun 2022 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 
2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati 
Malinau Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2023 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023 Nomor 
13); 

 
18. Peraturan Bupati Malinau Nomor 23 Tahun 2023 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten 
Malinau Tahun 2023 Nomor 23) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah 
Kabupaten Malinau Tahun 2023 Nomor 25). 

 
MEMUTUSKAN:………… 
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MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2023. 

 
Pasal 1 

 
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2023 terdiri dari: 
 
a. Pendapatan 

1. Pendapatan Asli Daerah    Rp91.436.376.465,00 
2. Pendapatan Transfer    Rp2.369.914.168.868,00 
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah  Rp5.674.047.266,00 

Jumlah Pendapatan           Rp2.467.024.592.599,00 
 

b. Belanja 
1. Belanja Operasi 

a) Belanja Pegawai    Rp517.179.663.601,00 
b) Belanja Barang dan Jasa   Rp681.989.682.230,30 
c) Belanja Subsidi     Rp32.069.056.558,00 
d) Belanja Hibah     Rp98.892.608.589,00 
e) Belanja Bantuan Sosial   Rp17.575.542.281,00 

Jumlah Belanja Operasi    Rp1.347.706.553.259,30 
 

2. Belanja Modal 
a) Belanja Tanah     Rp2.926.630.777,00 
b) Belanja Peralatan dan Mesin  Rp185.827.769.121,00 
c) Belanja Gedung dan Bangunan  Rp152.303.142.023,00 
d) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp134.691.487.204,00 
e) Belanja Aset Tetap Lainnya   Rp104.000.000,00 
f) Belanja Aset Lainnya    Rp3.920.859.050,00 

 Jumlah Belanja Modal    Rp479.773.888.175,00 
  

3. Belanja Tak Terduga 
Belanja Tak Terduga    Rp3.513.349.290,00 
Jumlah Belanja Tak Terduga   Rp3.513.349.290,00 

 
4. Belanja Transfer 

a) Bagi Hasil Pajak    Rp1.481.234.162,00 
b) Belanja Bantuan Keuangan   Rp297.160.781.540,00 

Jumlah Belanja Transfer    Rp298.642.015.702,00 
 Jumlah Belanja      Rp2.129.635.806.426,30 
 

c. Pembiayaan 
1. Penerimaan Pembiayaan 

Penggunaan SILPA    Rp212.043.389.759,96 
Jumlah Penerimaan Pembiayaan   Rp212.043.389.759,96 

 
 
 
 

 
2. Pengeluaran ……… 
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2. Pengeluaran Pembiayaan 
Penyertaan Modal Daerah   Rp10.000.000.000,00 

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan   Rp10.000.000.000,00 
Jumlah Pembiayaan Netto    Rp202.043.389.759,96 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp539.432.175.932,66 

   

Pasal 2 
 

Ringkasan laporan realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam 
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 
 

Pasal 3 
 

Ringkasan laporan realisasi anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke 
dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 

 

Pasal 4 
 

Penjabaran laporan realisasi anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 
 

Pasal 5 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau. 

 

Ditetapkan di Malinau 
pada tanggal 12 Agustus 2024. 
 

BUPATI MALINAU, 
 

TTD 
 

WEMPI W. MAWA 
 

Diundangkan di Malinau 
pada tanggal 12 Agustus 2024. 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU, 
 

TTD 
 

ERNES SILVANUS 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2024 NOMOR 44. 

 


